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LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : 009/07.18.2005/PERDES/XI11/2021 TAHUN 2021
TANGGAL  :2 DESEMBER 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA BETUAH WAWAY

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan
BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting
sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsenberbagai kebutuhan masyarakat, inkubator
usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi
penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusunsebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga
dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Wujud nyata dari kedua semangat
tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM

Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama
BUM Desa bukan hanya kesejahteran masing-masing individu.

BABI

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Betuah Waway selanjutnya dalam Anggaran D .
disebut BUM Desa, 0 Dasar inj

(2) BUM Desa Betuah Waway berkedudukan di Desa Nibung, Kecamatan Guny i
Kabupaten Lampung Timur. ng Pellndung,,
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BABII

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

a.  Pertanian;

b.  Peternakan

¢.  Industri Pengolahan;

d. Perdagangan;

e.  Wisata;

f.  Permodalan;

g.  Lingkungan;

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian dan Peternakan yang meliputi:

1. 01613 Jasa Pemanenan. Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar

balas jasa (fee) atau kontrak.

2. 01411 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong. Kelompok ini mencakup usaha
peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan
ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa
pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan

untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

3. 01412 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah. Kelompok inj mencakup usaha pet
; g ; a peternak

yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah unuk menghasilkan temakph-b.ml\nn

perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perahy bosupa 1 ibit sapi

engembangbiakan

untuk menghasilkan anak atau calon indukan (g untuk menghasilk
HKkan susu dan

penggemukan.
4. 01442 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Kelompok i
It mencakup usaha
olong untuk menghasilkan

alan budidaya kambing potong
anak

peternakan yang melakukan kegiatan pembibitag kambin
- , g
ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dqp ™~ p

berupa pengembangbiakan untuk menghasilkap at 1
au  calon indukan dan
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penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

5. dan selerusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di
htips:/oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli )

b. Menjalankan usaha dalam Bidang Industri Pengolahan yang meliputi:

1. 10631 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras. Kelompok ini mencakup
usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah

dengan usaha penggilingan padi.

2. dan seterusnya (Sesuai KBLI yang dapat dilihat di

https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli )

¢. Menjalankan usaha dalam Bidang Perdagangan Besar Dan Eceran yang meliputi:

1. 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama. Kelompok ini mencakup
usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama,

seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan

campuran (mono amenium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk
alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida,

rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.

2. 47241 Perdagangan Eceran Beras. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane,

beras saigon dan beras ketan.

3. 47301 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan

Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat,

Laut, dan Udara. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar

[ minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan
bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk

kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan

LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini

dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-

bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor

4 47772 Perdagangan Eceran Gas Blpiji. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
1<) G

eceran khusus gas elpiji,

M ), yang » P )
(N3 Fendgiigmn Bownn Berbagai Macam Burang Yang Utamanya Mak
Minuman  Atau Tembakau Bukan Di axanan,

Minimarkey/Sy
- Supermarket/Hypermark
Tradisional). Ke ini menc .
( ). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai ieni
) erbagai jenis
barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/maka i
1N, minuman atau tembak

di dalam bangunan bukan N

swalayam/mininmrketlsupennarket/

isamping itu j hypermarket.
Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan HHIAGS
m

akanan seperti pakaian,
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)

perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan

pokok.

6. dan seferusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di
https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli )

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi :

1. 66411 Penyedia Jasa Pembayaran. Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan
dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan
Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain:
menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet
elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran;

layanan remitansi/transfer dana.

2. 64115 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer).
Kelompok ini mencakup koperasi primer yang melaksanakan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).
KSPPS Primer didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.

3. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di
hitps://0ss.go.id/portal/referensi/content/list kbli)

e. Menjalankan usaha dalam bidang kesenian, hiburan, dan rekreasi yang meliputi :

1. 93211 Taman Rekreasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai
macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air,
menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran
dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman
rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi
mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera
mata, akomodasi.

2. 93231 Wisata Agro. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik
wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan
holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat
dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan
dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi,
konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya.

3. dan selerusnya (sesuai KBLI yang

dapat dilihat di
hitps.//oss.go.id/portal/referensi/content/list kbli )
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(2) BUM Desa Betuah Waway memiliki Unit Usaha yang bergerak pada bidang usaha:
a. Sarana Produksi Pertanian;
b. Jasa Keuangan,
c. Bank Sampah;
d. Samsat Desa;
e. Mitra Ritel;
f. Wahana Permainan;
g. Pengelolaan UMKM;

h. Wisata.

BABIV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat,

dan/atau pengawas.
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi olehPemerintah Desa.

Pasal 5
Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus,
Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
a. Pelaksana operasional menyampaikan;

1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk
ntuk

persetujuan Musyawarah Desa; mendapat

2 Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Mus

; awar o di
rencana program kerja. yawarah Desa menjadi
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b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa

mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja olch Musyawarah Desa
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas
kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, scjauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan,

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan

Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan
sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya
berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada
penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7
(tujuh) hari kalender.

Pasal 8
(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD;dan
¢. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. Penyerta modal;
2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan

3, Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan de

ngan Usaha BUM p .
BUM Desa. esa/Unit Usahg

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawara), untuk
mencapai myfyk
at.

Pasal 9
Musyawarah Desa berwenang;:
a. Menetapkan pendirian BUM Desa;

b, Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan Pcfllbtlhunnyu-

¢c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasiay, hak dapn i
pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan; eWajiban, serta kewenangan
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. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum da}

. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban

. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;

. Mengangkat pengawas;

Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan olch pelaksana

operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah fertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilad, jumiah investasi, dan/atau

bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa;

- Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu:
. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha

BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawabpenasihat

pelaksana operasional, dan pengawas;

. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;

Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilak
penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal tetjadi kery
yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

sanakan oleh
gian BUM Desa

. am hal penasi
pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad o

pertanggungjawaban; baik melaksanakap

Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM
esa kareng keada
an tertentu;

dan p
kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa; Pembagian harta atay

. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dap

. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor inde

penden yyyyk
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atay uk Melakukan audit

kelalaia
- N dalam Pengelolaan BUM
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f.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah
Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh
pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

¢. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah
Desa;

d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan
mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal
Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f  Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah
Desa dalam laporan tahunan;

g Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan
Musyawarah Desa;

h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengas P
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desg: dan
i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atag kerja sama BUM Des

: : adengan nila;
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertenty dengan pihak i gan nilai,
in

sebagai
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa, Agaimana

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana Operasiona] g
pengelolaan BUM Desa; Alam  melaksanakan

b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan yep gy ia BUM
Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; a program kerja
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c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuaidengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM
Desa;

e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggadan/atau keputusan
Musyawarah Desa; dan

h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah

Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan sebesar 5% dari total laba bersih hasil usaha BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14
BUM Desa Betuah Waway diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya
disebut direktur yang diangkat melalui Musyawarah Desa.
Pasal 15

(1) Direktur scbagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yan, g
diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubj sy
a. Warga Desa Nibung ;

arat meliputi;

b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapay bt ke
sebagai Direktur); g

¢. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk N ————
direktur;

d. Berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;

e. Tidak pemah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha ik
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f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

g. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum;

h. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan ketja sama; dan

i. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggadan/atau peraturan perundang-
undangan;

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati
sebagai direktur BUM Desa;

e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumyang tetap;
dan

f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga
BUM Desa dan/atau perubahannya;

b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis
kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan keputusan Musyawarah Desa;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan
pihak lain;

d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan
dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa; '

e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa termasyk sekretaris d.

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kelenagakerj aan:

an bendahara

f Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat Persetujuan Musyawarah Desa atau
penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; ‘
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Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa sctclah

mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh
Musyawarah Desa;

Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh
Musyawarah Desa;

Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;

Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi
kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam
dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a.

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan
BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di
dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau
ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan
kepada penasihat dan pengawas;
Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukankepada
e

Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas; =
Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM D
penasihat; e
Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa d

; dan

kepada

Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dap meny
rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan pen
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desg,

ampaikan analjsjs keuangan,
ambahan moda] Desa dan/atau
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PPasal 19

Direktur berhak:

a, Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang, segala hal dan dalam segala
kejadian;
b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai termasuk sekretaris dan bendahara;

¢. Memperolch penghasilan 5% dari total laba bersih hasil usaha BUM Desa,

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20
(1)

Pengawas diangkat dari orang perscorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD,dan/atau
unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa,

(2) Orang perseorangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

Syarat
meliputi:

a. Warga Desa Nibung;

b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapatmenghambat tugas

sebagai pengawas);
Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

d. Berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum;

g Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
(3)

Musyawarah Desa memilih orang perscorangan yang diusulkan sebq
ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan olel
Musyawarah Desa sebagai pengawas,

gaimana dimaksug pada
2).

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Degg karena alusg:

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b Melmggae keteiuaa Anggeren Dusar Anggaran Rumah T“ngm“h""’m““ Peraturan perundang-
undangan;

¢. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Degga dan/atgy Desy:

20 i e e R ] i 1
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Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati

d.
sebagai pengawas;
¢. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap; dan
f. Mengundurkan diri,
Pasal 22
Pengawas berwenang:

a.

Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh
pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan
dan kebutuhan dalam rangka

perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa:

Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal

terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi
dapat merugikan BUM Desa; dan

Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa,

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a,

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan B

oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan san BUM Desa
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa,
undangan;

- Program kerja, sesuai
a
alau ketentuan Peraturan perundang-

Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Deg
a;

Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

atau pengawasg
Desa; N tahunan kepada Musyawarah
Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan

3 Pengelola; »ga dari
pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihag. Eelolean Usaha BUM Dest
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e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana

operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan 5% dari laba bersih hasil usaha BUM Desa,

BABV
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian
Kesatu Modal

Pasal 25
(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 60.000.000,-,

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:

a. Penyertaan modal Desa Tahun 2017 Rp. 60.000.000,-.
b. Penyertaan modal Desa tahun 2019 Rp.300.000.000,-,
¢. Penyertaan modal Desa tahun 2021 Rp.200.000.000,-.

. (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) hurufa terdiri atas:

a. Penyertaan modal Desa tahun 2017 digunakan untuk Destinasi Wisata,
b. Penyertaan modal Desa tahun 2019 digunakan untuk Saprotan;

¢. Penyertaan modal Desa tahun 2021 digunakan untuk Pupuk dan Wahapa Permaj
mainan;

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26
(1) Aset BUM Desa bersumber dari:

4. penyertaan modal;

b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;

¢. hasil usaha;

|
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@

d. pinjaman; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan

keuangan.

Pasal 27

Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat huruf b
dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihaklainnya.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa,

Bagian Ketiga

Pinjaman
Pasal 28

BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan,

akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha
BUM Desa;

b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

¢. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut:

d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam,

dan diambil manfaatnya olehBUM
Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan,

Pasal 29

Figjann sebegaimana dimsknd delas pasal 28 yang bernilaj berapapun ¢
n JUIR
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desg, p engan

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan
setelah mendapat persetui
penasihat dan pengawas. pat persetujuan

BAB V]

|-M
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KERJASAMA
Pasal 30

BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama non-usaha.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi
kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Dacrah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga
nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimilikiwarga negara atau

badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun
tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

Dalam Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan
atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk
penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola,

didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat
melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak
terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan St
status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentyan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 33

Kerja sama usaha dengan nilai investasi dengan dilakukan setelah mendapat persetuj
at persetujuan

Musyawarah Desa;

Kerja sama usaha dengan nilai investasi dilakukan setelah mendapat persetuj ihatd
Setujuan penasihatdan

pengawas;

Pasal 34
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(1) Bentuk kerja sama usaha Bum Desa Betuah Waway dengan pihak ke tiga dilakukan dengan

persetujuan musyawarah desa atau penasihat.

Pasal 35

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf bdilakukan dalam
bentuk paling sedikit:

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat danpengawas.
BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatanusaha
dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
a. Penambahan Modal BUM Desa  :20%

b. Kas Desa (PAD) 1 40%
c. Penasehat :5%
d. Direktur :5%
e. Pengawas :5%
f. Honor Karyawan : 20%
g. Dana Sosial : 5%

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
a. Penambahan Modal BUM Desa sebesar 20% untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit
Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha.

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Desa Nibung
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